PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-19/DPRD/11/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati membahas dan
menyetujui rancangan Perda tentang APBD;

. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 telah
disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD yang
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4659);Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 November 2021
tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan DPRD terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022:



A. Pendapatan Daerah Rp. 4.762.920.519.567,00
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 501.101.538.567,00
- Pendapatan Transfer Rp. 4.261.818.981.000,00
B. Belanja Rp.  5.262.920.519.567,00
C. Pembiayaan Rp. 500.000.000.000,00
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 500.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
D. Jumlah Rp. 5.262.920.519.567,00
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTAN EGARA,

WAKIL KETUA III,

WAKIL KETUA 1,
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ALIF T I, SE DIDfK AGUNG EKO WAHONO,SE

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong

3. Arsip.




